BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perdamaian universal merupakan dambaan setiap insan sekaligus tanggung
jawab moral seluruh umat manusia. Setiap individu berkewajiban untuk berupaya
mewujudkan dan menjaga perdamaian. Dalam kehidupan sosial, manusia tidak
dapat hidup sendiri-sendiri atau tanpa manusia lain. Kebutuhan untuk hidup
berdampingan dengan orang lain, yang mana dalam setiap aspek kehidupan tentu
tidak terlepas dari persoalan. Kekerasan dan peperangan menjadi suatu fenomena
yang mewarnai kehidupan bernegara maupun beragama. Akan tetapi, keadilan dan
perdamaian menjadi dasar terciptanya kehidupan yang mampu menyeimbangi
kerusuhan yang terjadi di dunia. Perdamaian selalu bertumbuh dan berkembang
dalam kehidupan manusia. Perdamaian mestiya diusahakan setiap waktu, demi

menjalani kehidupan yang dikehendaki Allah.

Paus Yohanes XXIII menyerukan kepada umat Katolik dan seluruh dunia
untuk bersama-sama membangun keadilan serta perdamaian. la menggema suara
perdamaian yang senantiasa relevan dalam seluruh sendi kehidupan manusia.
Penghormatan terhadap hak-hak dasar dan menjunjung tinggi martabat luhur
manusia dan alam ciptaan. Perdamaian dapat tercipta apabila setiap orang
menyadari dan saling menghormati hak-hak yang melekat dalam setiap pribadi
manusia. Dalam tulisan ini, Gereja Papua turut menjadi pembawa damai dalam
menanggapi persoalan kemanusiaan di Papua. Gereja sendiri bergerak dalam
terang kasih Allah, memperjuang kaedilan dan perdamaian melalui cara-cara
positif, membangun dialog, dalam kebenaran, keadilan, cinta kasih dan
kebebasan. Pacem In Terris menjadi salah satu ensiklik yang masih relevan
dengan keadaan dunia hingga kini. Hak-hak dan martabat manusia begitu
dihormati dan dibela. Hak-hak dasar hidup manusia tidak dibenarkan jika hanya

dipandang “biasa-biasa saja.”
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Pedamaian menjadi suatu tanggung jawab moral setiap orang. Setiap orang
memiliki tanggung jawab untuk mengusahakan dan menjaga ketertiban bersama.
Dengan kata lain, dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, setiap pribadi
memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan mengakui hak-hak
sesamanya. Sebutan manusia sebagai Imago Dei mencerminkan keunikan serta
keistimewaannya yang dibekali kodrat luhur yang setara dengan manusia lainnya.
Oleh karena itu, setiap manusia yang bermartabat harus saling mengakui dan
menghormati hak-hak kodrati manusia lain demi terciptanya keadilan dan

perdamaian bersama.

Menyangkut kondisi Papua, Gereja telah berupaya merespons berbagai
kasus melalui jalur-jalur damai dengan beragam pendekatan. Upaya Gereja ini
tidak terlepas dari partisipasi berbagai pihak atau organisasi, terutama peran aktif
pemerintah negara. Meskipun demikian, kehadiran Gereja tetap sebagai pewarta
kabar sukacita ilahi yang berlandaskan semangat Injil, doktrin, dan ajaran sosial
Gereja, sehingga baik dengan maupun tanpa dukungan pemerintah Indonesia,
Gereja melalui kolaborasi bersama para tokoh agama di Papua tetap bersatu padu
dan berkomitmen melahirkan perdamaian. Walaupun demikian, peran Gereja
sebagai penyampai kabar baik ilahi berlandaskan semangat Injil, ajaran, dan
doktrin sosial Gereja tetap berlanjut. Oleh karena itu, baik dengan maupun tanpa
dukungan pemerintah Indonesia, Gereja, melalui kerja sama dengan para pemuka
agama di Papua, akan terus bersatu dan berdedikasi untuk menciptakan
perdamaian. Kendati menghadapi hambatan dan kendala, Gereja senantiasa
mengupayakan perdamaian, seraya memelihara hubungan baik dengan para
pemimpin agama lain demi terciptanya perdamaian di Papua. Prinsip-prinsip
perjuangan menciptakan perdamaian di Papua akan terus menjadi panduan dan
tolok ukur dalam menjalani kehidupan bersama, baik dalam aspek keagamaan

maupun kemasyarakatan, demi terwujudnya kedamaian di Papua.

Usaha membangun relasi dan dialog antarumat beragama demi
perdamaian hanya akan menuai keberhasilan jika didukung penuh oleh
pemerintah atau negara, disertai partisipasi aktif aparat keamanan, serta dukungan

dari seluruh komponen masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, inisiatif kampanye
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Papua yang berfokus pada pencapaian kedamaian perlu dilaksanakan secara
menyeluruh di tengah masyarakat Papua yang kaya akan keragaman, serta
mendapatkan dukungan dari selurun warga negara Indonesia, serupa dengan
upaya dukungan yang diberikan kepada Palestina dan negara-negara lain yang

mengalami konflik.

Untuk mencapai hal ini, diperlukan kolaborasi yang produktif antara
tokoh-tokoh agama dan seluruh entitas kemasyarakatan di Papua, serta pemerintah
pusat Indonesia. Bantuan dari komunitas global juga esensial guna mewujudkan
ketenteraman di Papua. Para pemuka agama diharapkan dapat meruntuhkan sekat-
sekat yang diciptakan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah Papua
dengan senantiasa menyediakan informasi akurat mengenai kondisi terkini di
Papua. Selain itu, mereka perlu secara aktif memohon doa dan segala bentuk
sokongan dari berbagai unsur, baik domestik maupun internasional. Apabila tidak
ada partisipasi dari komunitas nasional dan internasional, potensi gangguan

terhadap kedamaian di Papua saat ini akan terus eksis.
4.2 Saran

Upaya rekonsiliasi atas kesadaran ingatan memoria passionis yang benar
dan jujur harus dilakukan oleh banyak pihak, terutama untuk terciptanya keadilan
dan perdamaian di Papua. Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah
dituangkan dalam karya tulis ini, penulis kemudian memberikan saran sebagai
masukan dan pencerahan kepada beberapa pihak yang terlibat dalam

mengusahakan keadilan dan perdamaian di Papua, yakni;

> Gereja Katolik di Papua

Pelayan patoral di Papua diharapkan agar mampu mengajak umat dan
seluruh masyarakat Papua untuk meningkatkan semangat dialog antar-agama.
Dialog antar-agama perlu ditingkatkan agar tumbuhnya kesadaran untuk
menjunjung keadilan dan pedamaian hidup bersama, terutama di Papua. Gereja
juga perlu membuka ruang diskusi untuk kesadaran akan sejarah Papua (memoria
passionis), yang sekian lama dibungkam. Pemahaman dan kesadaran akan sejarah

Papua yang memadai, diharapkan dapat mengarahkan pemahaman
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umat/masyarakat untuk berpikir dan bertindak dengan lebih bijak. Memoria
passionis menjadi acuan untuk melangkah menuju keadilan dan perdamaian.
Sejalan dengan itu, semangat karya misi juga terus diusahakan demi
perkembangan karya misi Gereja di Papua.
> Umat Katolik

Umat Katolik perlu terbuka menyikapi situasi yang terjadi di Papua.
Penghayatan iman mestinya terus dipertahankan dan dihidupi. Melalui
keterlibatan dalam kegiatan Gereja, melakukan perbuatan amal, terlibat dalam
mengusahakan keadilan dan perdamaian, serta menyuarakan kebenaran sejarah
(masalalu) yang terjadi. Kebenaran ingatan memoria passionis mesti mendorong
umat untuk bertindak secara bijaksana, terutama dalam menghadapi situasi di
Papua.
> Pers Indonesia/asing

Pemberdayaan dan pengembangan intelektual yang baik bagi jurnalis perlu
ditingkatkan. Kejujuran pers Indonesia/asing mesti meningkatkan peliputan berita
terkait sejarah maupun situasi Papua yang sebenarnya. Berita yang dimuat
berdasarkan fakta dan data yang benar untuk pemecahan masalah konflik Papua,
terutama mendukung langkah-langkah konkrit menuju keadilan dan perdamaian.
Bukan penyebaran berita hoax yang dapat memicu peperangan ideologi,
pemahaman, bahkan sampai pada kekerasan dan penindasan. Di sini, pers
Indonesia/asing menjadi jembatan kerjasama antara masyarakat Papua dan
‘Indonesia’.
> Pemerintah

Pemerintah pusat dan pemerintah Papua mestinya dapat berperan secara
aktif bagi terciptanya keadilan dan perdamaian. Melalui kebijakan dan tindakan,
pemerintah dapat mengusahakannya melalui jalur keadilan dan peramaian.
Keterlibatan ini jelas bahwa pemerintah perlu meningkatkan pemberdayaan di
berbagi aspek kehidupan bagi kesejahteraan rakyat. Dukungan pemerintah
menjadi harapan rakyat dalam menciptakan kesejahteraan dan perdamaian.
Misalnya dengan meningkatkan dialog antar-agama, membantu menyelesaikan
persoalan sosial dengan jalur peramaian, maupun melalui pengembangan

kebijakan yang merata.
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> Seluruh Masyarakat Papua

Bagi semua masyarakyat Papua, diharapkan agar tidak lagi memperkeruh
keadaan dengan segala cara yang dapat membawa perpecahan. Berpikir dan
bertindaklah dalam terang keadilan dan perdamaian, tetap menciptakan dan
menjaga situasi yang kondusif serta mendukung usaha menciptakan keadilan dan
perdamaian, tetap menjaga kenyamanan bersama serta mendukung situasi yang
aman dan damai.

Demikian beberapa saran yang dapat disampaikan penulis bagi beberapa
pihak yang terkait, demi mengupayakan keadilan dan perdamaian di Papua. “Kalo
bukan torang siapa lagi, kalo bukan sekarang kapan lagi. Hitam kulit keriting

rambut, Papua juga Indonesia”.
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